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TENTANG

KEBIJAKAN KABUPATEN/ KOTA LAYAK ANAK

RENCANA AKSI NASIONAL

KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

Dalam rangka pencapaian sasaran KLA, diperlukan sinergi

kebijakan perencanaan di tingkat nasional, provinsi, dan

kabupaten/kota. Rencana Aksi Nasional Penyelenggaraan KLA

(RAN KLA) adalah rencana kegiatan yang lebih terperinci sebagai

penjabaran dari Dokumen Nasional Kebijakan KLA. RAN KLA disusun

untuk memberikan pedoman bagi pemerintah pusat dan pemerintah

daerah dalam penyelenggaraan KLA. Ruang lingkup RAN KI-A meliputi

indikator, rencana aksi, ukuran, satuan, data dasar, target, instansi
penanggung jawab, dan program. Pen5rusunan RAN KLA bersumber dari

dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, rencana

strategi kementerian/lembaga, dan dokumen perencanaan lainnya.

Pen5rusunan RAN KLA periode pertama ditetapkan untuk jangka

waktu 5 tahun (2O2O-2O24), dengan tahun 2OL9 sebagai data dasar

karena menyesuaikan dengan dokumen RPJMN 2O2O-2O24. Dalam
pen)rusunan RAN KLA dilakukan koordinasi lintas sektor karena

RAN KLA tersebut juga mengintegrasikan rencana kerja

kementerian/lembaga. Di samping itu, dalam penyusunan RAN KLA

mempertimbangkan dan memperhatikan peran serta masyarakat, media

massa, dan dunia usaha, termasuk pandangan Anak.
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RAN KLA mencakup langkah-langkah rinci yang diperlukan

untuk menyelenggarakan KLA, yang diukur melalui 24 (dua puluh

empat) indikator, yaitu: (1) peraturan daerah tentang KLA; (2) penguatan

kelembagaan KLA; (3) peran lembaga masyarakat, media massa, dan

dunia usaha dalam pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus

Anak; (4) Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran; (5) ketersediaan

fasilitas Informasi Layak Anak (lLA); (6) pelembagaan partisipasi Anak;

(71 pencegahan perkawinan Anak; (8) penguatan kapasitas lembaga

konsultasi penyedia layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga;

(9) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif (PAUD-HI);

(10) standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; (11) ketersediaan

infrastruktur ramah Anak di ruang publik; (12) persalinan di fasilitas

kesehatan; (13) status gizibalita; (l4l Pemberian Makan pada Bayi dan

Anak (PMBA) usia di bawah 2 tahun; (15) fasilitas kesehatan dengan

pelayanan ramah Anak; (16) lingkungan sehat; (l7l ketersediaan

kawasan tanpa rokok (KTR) dan larangan iklan, promosi, dan sponsor

(lPS) rokok; (18) wajib belajar 12 (dua belas) tahun; (19) Sekolah Ramah

Anak (SRA); (2Ol ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya,

kreativitas, dan rekreatif yang ramah Anak; (21.a) pelayanan bagi anak

korban kekerasan dan eksploitasi; (21.b) Anak yang dibebaskan dari

pekerja Anak dan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk Anak

(BPTA); (22.a) pelayanan bagi Anak korban pornografi, NAPZA dan

terinfeksi HIV-AIDS; (22.b) pelayanan bagi Anak korban bencana dan

konflik; (23.a1 pelayanan bagi Anak penyandang disabilitas, kelompok

minoritas dan terisolasi; (23.b) pelayanan bagi Anak dengan perilaku

sosial menyimpang; (24.a) penyelesaian kasus Anak yang Berhadapan

dengan Hukum (ABH) melalui diversi (khusus pelaku); dan

(24.b\Pelayanan bagi Anak Korban Jaringan Terorisme dan Stigmatisasi

Akibat dari Pelabelan terkait dengan Kondisi Orang T\ranya.
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T\rjuan kebijakan KLA adalah untuk: ( 1) mewujudkan

kabupaten/kota di seluruh Indonesia menjadi KLA; dan (2) mewujudkan

pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak. Untuk mengukur

pencapaian tujuan tersebut, ditetapkan 2 (dua) indikator utama yaitu:

(1)jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan KLA; dan (2)jumlah

kabupaten/kota yang memperoleh peringkat KLA.

Data dasar tahun 2Ol9 menunjukkan sebanyak

435 kabupatenlkota telah menyelenggarakan KLA. Berdasarkan data

dasar tersebut, maka ditetapkan target peningkatan menjadi

514 kabupaten/kota pada tahun 2024.

Guna mengukur keberlanjutan penyelenggaraan KLA, penilaian

dan pemberian penghargaan peringkat KLA dilaksanakan secara rutin

untuk memberikan motivasi bagi daerah dalam mewrrjudkan daerah

yang layak Anak dan bertanggung jawab dalam memenuhi hak Anak dan

melindungi mereka dari kekerasan dan eksploitasi, penelantaran, dan

perlakuan salah lainnya. Data dasar tahun 2Ol9 menunjukkan bahwa

sebanyak 247 kabupaten/kota memperoleh peringkat KLA. Berdasarkan

data tersebut, maka ditetapkan target peningkatan sebanyak

350 kabupaten/kota pada tahun 2024.

MATRIKS

SK No 102582 A
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MATRIKS RENCANA AKSI NASIONAL PENYELENGGARAAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK TAHUN 2O2O-2O24

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI UKURAN SATUAN

DATA
DASAR
(20t91

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 2021 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (1 1) (12l' (1s)
I KELEMBAGAAN
1 Peraturan

Daerah
(Perda)
tentang KLA

Fasilitasi
penyusunan
Perda KLA

Jumlah Daerah
yang dilakukan
pendampingan
dalam
penyusunan
Perda
Kabupaten/
Kota Layak
Anak

Provinsi 7 l4 21 28 34 Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

Kementerian
Dalam Negeri

Program
Kesetaraan
Gender,
Perlindungan
Perempuan dan
Anak (KGPPA)

Program Bina
Pembangunan
Daerah

SK No003lllC
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NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
,20t91

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 2021 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (1 1) fi21 (13)

2 Penguatan
kelembagaan
KLA

Fasilitasi
penguatan
kapasitas
Gugus Tugas
(Gr) KLA

Jumlah GT KLA
aktif

Pusat
Provinsi

1

34
1

34
1

34
1

34
1

34
1

34
Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

Program
Kesetaraan
Gender
Perlindungan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak (KGPPA)

Fasilitasi
penyusunan
Rencana Aksi
Daerah (RAD)
KLA

Jumlah daerah
yang memiliki
RAD KLA yang
terintegrasi
dengan
dokumen
perencanaan
pembangunan
daerah

Provinsi 34 34 34 34 34 34 Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

Program
Kesetaraan
Gender
Perlindungan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak (KGPPA)

SK No 0031 12 C
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NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
(2o1.el

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 202r 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (11) fi21 (l3)
Koordinasi
Kabupaten/
Kota Layak
Anak

Jumlah daerah
yang melakukan
Evaluasi KLA

Provinsi 0 0 22 24 28 34 Kementerian
Dalam Negeri

Program Bina
Pembangunan
Daerah

Fasilitasi
penyusunan
rancangan
akhir RKPD

Jumlah daerah
yang menJrusun
RKPD

Provinsi 34 34 34 34 34 34 Kementerian
Dalam Negeri

Program Bina
Pembangunan
Daerah

Pembinaan dan
pengawasan
pembentukan
UPTD PPA

Jumlah daerah
yang
membentuk
UPTD PPA

Daerah 26 27 28 30 32 34 Kementerian
Dalam Negeri

Program
Fasilitasi
Pembinaan dan
Pengendalian
Kelembagaan
Perangkat
Daerah

SK No 0031 13 C
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NO INDIKATOR RENCANA
AKSI UKURAN SATUAN

DATA
DASAR
(20r91

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 2021 2022 2023 2024

(1) QI (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (1 1) (t2l (13)
Penyusunan
Rencana Kerja
Pemerintah
(RKP) bidang
Perlindungan
Anak

JumIah
dokumen RKP

Dokumen 1 1 1 I I 1 Kementerian
Perencanaan
Pembangunan
Nasional /
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Nasional

Program
Perencanaan
Pembangunan
Nasional

Pemantauan
dan evaluasi
bidang
Perlindungan
Anak

JumIah
dokumen
pemantauan
dan evaluasi

Dokumen 1 1 1 1 1 1

Pelaksanaan
Kajian bidang
Perlindungan
Anak

Jumlah
dokumen kajian

Dokumen 1 1 1

Fasilitasi
Penyediaan
Data
Perlindungan
Anak Indonesia

Tabel Data
Perkawinan
Anak

Dokumen 1 1 1 1 I 1 Badan Pusat
Statistik

Program
Penyediaan dan
Pelayanan
Informasi
Statistik

SK No 003114 C
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NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
(20r91

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 202r 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (1 1) (t2l (13)
Fasilitasi
pembaharuan
Profil KLA

Jumlah daerah
yang memiliki
Profil KLA dan
diperbaharui
secara berkala

Pusat
Provinsi
Kabupaten
/Kota

I
20

180

1

22
200

1

25
235

1

29
250

1

32
280

1

34
300

Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

Program
Kesetaraan
Gender
Perlindungan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak (KGPPA)Fasilitasi

pembentukan
dan penguatan
Fasilitator KLA

Jumlah
Fasilitator KLA

Pusat
Provinsi
Kabupaten
/Kota

15
10
20

15
t2
25

20
20
35

25
30
50

35
40
65

40
55
80

Pen5rusunan
materi
Komunikasi,
Informasi, dan
Edukasi (KIE)
KLA

Jumlah materi
KIE KLA

Paket 6 10 20 30 35 45

SK No 0031 15 C
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NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
(2Or9l

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 2021 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (11) (121 (13)
Fasilitasi
pembentukan
dan penguatan
Provinsi Layak
Anak (Provila)

Jumlah Provila Provinsi 34 34 34 34 34 34

Fasilitasi
Pembentukan
dan Penguatan
KLA

Jumlah KLA Provinsi
Kabupaten
lKota

20
180

22
200

25
235

29
250

32
280

34
300

Penyusunan
panduan
kapasitas
Fasilitasi
Pemberdayaan
Anak di Desa

Jumlah
dokumen
panduan
fasilitasi
pemberdayaan
Anak di desa

Dokumen 1 1 Kementerian
Desa,
Pembangunan
Daerah
Tertinggal dan
Transmigrasi

Program Desa
Inklusif

SK No 003116 C
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NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
(20tel

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 202r 2022 2023 2024

{1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (11) (t2l (13)
Fasilitasi
Pemberdayaan
Anak di Desa
(Desa Ramah
Anak)

Jumlah desa
yang
melaksanakan
fasilitasi
pemberdayaan
Anak di Desa
(Desa Ramah
Anak)

Desa 200 200 200 200 Kementerian
Desa,
Pembangunan
Daerah
Tertinggal dan
Transmigrasi

Program Desa
Inklusif

Pelatihan bagi
SDM PATBM
tentang
Perlindungan
Anak, termasuk
eksploitasi
seksual anak
melalui media
online

Jumlah SDM
PATBM yang
terlatih
Perlindungan
Anak

Orang 1.584 7.742 1.916 2.1.O8 Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

Program
Kesetaraan
Gender
Perlindungan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak (KGPPA)

SK No 003117 C
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NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
(20r91

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 2021 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (11) (t2l (13)
3 Peran

lembaga
masyarakat,
media massa,
dan dunia
usaha dalam
pemenuhan
hak Anak
dan
perlindungan
khusus Anak

Fasilitasi
pembentukan
Asosiasi
Perusahaan
Sahabat Anak
Indonesia
(APSAI) pusat
dan daerah

Jumlah APSAI
aktif

Pusat
Provinsi
Kabupaten
I Kota

t2 T4 t7 20 22 24 Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

Program
Kesetaraan
Gender
Perlindungan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak (KGPPA)

Fasilitasi
penguatan
pelembagaan
PUHA bagi
forum lembaga
profesi

Jumlah SDM
dan lembaga
profesi yang
mendapat
penguatan
pelembagaan
PUG dan PUHA

SDM
Lembaga

T2 2 3 3 2 2 Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

SK No 0031 18 C
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NO INDIKATOR RENCANA
AKSI UKURAN SATUAN

DATA
DASAR
(20r9l.

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 2021 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (1 1) (r2l (13)
Fasilitasi
Penguatan
Peran PKK
melalui 1O

Program Pokok
PKK
(Penghayatan
dan
Pengamalan
Pancasila,
Gotong Royong,
Pangan,
Sandang,
Perumahan dan
Tata Laksana
Rumah Tangga,
Pendidikan dan
Keterampilan,
Kesehatan,

Jumlah
Program/
Panduan 10
Program Pokok
PKK untuk
diimplementasik
an menjadi
program Desa/
Kelurahan
Layak Anak

Dokumen
Laporan

10 40 90 I40 190 Kementerian
Dalam Negeri

Program
Penguatan
Peran PKK
melalui 1O
Program Pokok
PKK

SK No 003119 C
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NO INDIKATOR RENCANA
AKSI UKURAN SATUAN

DATA
DASAR
(20t91

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 202t 2022 2023 2024

(1) QI (3) HI (s) (6) (71 (8) (e) (10) (1 1) ft21 (13)
Pengembangan
Kehidupan
Berkoperasi,
Kelestarian
Lingkungan
Hidup serta
Perencanaan
Sehat)

Fasilitasi
pembentukan
dan penguatan
kapasitas
Jaringan Media
Peduli Anak
(JMPA) pusat
dan daerah

Jumlah JMPA
aktif

Pusat
Provinsi
Kabupaten
lKota

11 11 11 11 11 11 Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

Program
Kesetaraan
Gender
Perlindungan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak (KGPPA)

SK No 003120 C
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NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
(2Orel

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 202t 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (11) (t2l (13)

Fasilitasi
penguatan
pelembagaan
PUHA bagr
media

Jumlah media
cetak yang
mendapat
penguatan
pelembagaan
PUHA

SDM 250 210 210 2to 2to 2to Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

Program
Kesetaraan
Gender
Perlindungan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak (KGPPA)

Fasilitasi
penguatan
pelembagaan
Pengarusuta-
maan Hak Anak
(PUHA) bagi
organisasi
keagamaan

Jumlah Sumber
Daya Manusia
(sDM)
organisasi
keagamaan
yang mendapat
penguatan
pelembagaan
PUHA

SDM 200 220 t20 720 120 120 Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

Program
Kesetaraan
Gender
Perlindungan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak (KGPPA)

SK No 003121 C
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NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
{pOt9l

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 2021 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) ( 10) (1 1) (r2l (13)
Jumlah
lembaga
keagamaan

Lembaga 35 35 35 35 35 35 Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

Program
Kesetaraan
Gender
Perlindungan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak (KGPPA)

Fasilitasi
penguatan
pelembagaan
Pengarusuta-
maan Hak Anak
(PUHA) bagi
organisasi
kemasyaraka-
tan

Jumlah Sumber
Daya Manusia
(sDM)
organisasi
kemasyarakat-
an yang
mendapat
penguatan
pelembagaan
PUHA

SDM 40 40 40 40 40 40 Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

Program
Kesetaraan
Gender
Perlindungan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak (KGPPA)

SK No 003122 C
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NO INDIKATOR RENCANA
AKSI UKURAN SATUAN

DATA
DASAR
(2Or9l

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 202r 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (11) (r2l (13)
Jumlah lembaga
kemasyarakat-
an

Lembaga 20 20 20 20 20 20 Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

Program
Kesetaraan
Gender
Perlindungan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak (KGPPA)

Fasilitasi
penguatan
pelembagaan
PUHA bagi
akademisi dan
lembaga riset

Jumlah SDM
akademisi dan
lembaga riset
yang mendapat
penguatan
pelembagaan
PUHA

SDM 42 42 42 42 42 42 Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

Program
Kesetaraan
Gender
Perlindungan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak (KGPPA)

SK No 003123 C

Jumlah



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-t7-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI UKURAN SATUAN

DATA
DASAR
(2olel

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 202r 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) {11) (r2l (1s)
Jumlah
perguruan
tinggi dan
lembaga riset

Lembaga 2t 2l 2t 21 2l 2t Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

Program
Kesetaraan
Gender
Perlindungan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak (KGPPA)

Fasilitasi
Pembentukan
Tim Pelaksana
Layanan
Kesejahteraan
Anak Integratif
atau nama lain
di luar Panti
Sosial

Jumlah Tim
Pelaksana
Layanan
Kesejahteraan
Anak Integratif
atau nama lain
di Luar Panti
Sosial

Kabupaten
lKota

81 30 30 30 30 30 Kementerian
Sosial

Program
Rehabilitasi
Sosial Anak

SK No 003124 C
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NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
(20rel

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 2021 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (11) (t2l (13)
II KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN
4 Anak yang

memiliki
Kutipan Akta
Kelahiran

Peningkatan
cakupan
kepemilikan
akta kelahiran
bagi penduduk
O-17 tahun

Persentase
cakupan
kepemilikan
akta kelahiran
pada penduduk
O-17 tahun

o/o 85 92 95 97 98 100 Kementerian
Dalam Negeri

Program
Penataan Tata
KeloIa
Kependudukan

Pelayanan
Kartu Identitas
Anak (KIA)

Jumlah
kabupaten lkota
yang
menerapkan
KIA

Kabupaten
/Kota

350 514 5r4 514 514 514

Sosialisasi dan
advokasi
kebiiakan
pemenuhan hak
sipil Anak
melalui
kepemilikan
akta kelahiran

Jumlah
kabupaten lkota
yang
tersosialisasi-
kan kebijakan
pemenuhan hak
Anak untuk
memperoleh
Akta Kelahiran
secara Rratis

Kabupaten
lKota

96 136 156 t76 196 216 Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

Program
Kesetaraan
Gender
Perlindungan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak (KGPPA)

SK No 003125 C
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-19-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
(2Or9l

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 202r 2022 2023 2024

(1) QI (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (1 1) (t2l (13)
5 Ketersediaan

Fasilitas
Informasi
Layak Anak
(rLA)

Penyelenggara-
an sistem
elektronik yang
arnan, handal,
dan
bertanggung
iawab

Persentase
Konten internet
bermuatan
negatif yang
ditangani

o/o 100 100 100 100 100 100 Kementerian
Komunikasi
dan Informatika

Program
Pemanfaatan
Teknologi
Informasi dan
Komunikasi

Penyebaran
Infomasi Layak
Anak

Jumlah Konten
Informasi Layak
Anak yang
tersebar melalui
Forum Anak

Eksemplar
(Produk
Konten
cetak,
digitaf)

3000 4000 5000 6000 7000 Kementerian
Komunikasi
dan Informatika

Program
Pengelolaan dan
Penyediaan
Informasi
Publik

Jumlah daerah
yang terpapar
informasi Layak
Anak melalui
media aboue
the line dan
throuqh the line

Provinsi 34 34 34 34 34

SK No 003126C

Jumlah



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-20-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI UKURAN SATUAN

DATA
DASAR
(20r91

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 2021 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (1 1) (121 (13)
Jumlah
sosialisasi
informasi layak
Anak melalui
media below the
line

Kegiatan 5 t7 36 46 66 Kementerian
Komunikasi
dan Informatika

Program
Pengelolaan dan
Penyediaan
Informasi
Publik

Fasilitasi
pemenuhan hak
Anak atas ILA

Jumlah daerah
yang
tersosialisasi-
kan hak Anak
atas ILA

Provinsi 27 31 34 34 34 34 Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

Program
Kesetaraan
Gender
Perlindungan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak (KGPPA)

Jumlah Pusat
Informasi
Sahabat Anak
(PISA)

Kabupaten
lKota

6 6 9 1.2 15 18

SK No 003127 C

Jumlah . .



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2t-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
(2Otel

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 2021 2022 2023 2024

(1) QI (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) ( 10) (11) (r2l (13)
Jumlah
perpustakaan
yang
dikembangkan
dan dibina
(kabupaten/
kota memiliki
layanan
perpustakaan
anak dan
ekstensifikasi
layanan melalui
mobil
perpustakaan
keliling)

Perpusta-
kaan
Provinsi/
Kabupaten
lKotal
Kecamatan
lDesal
Kelurahan

480 489 496 502 508 514 Perpustakaan
Nasional

Program
Perpustakaan
dan Literasi

SK No 003128 C

Jumlah



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-22-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI UKURAN SATUAN

DATA
DASAR
{2O79l

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 2021 2022 2023 2024

(1) QI (3) HI (s) (6) (71 (8) (e) (10) (1 1) ft21 (13)
Jumlah
kegiatan
pembudayaan
kegemaran
membaca dan
literasi

Kegiatan 100 77 115 130 145 160

Tingkat
kemanfaatan
perpustakaan
oleh masyarakat

o/o o,75 1 r,25 1 , 5 1,75 2

Layanan
perpustakaan
berbasis inklusi
sosial

Perpusta-
kaan
Provinsi/
Kabupaten
lKotal
Kecamatan
lDesal
Kelurahan

368 581 1.048 t.267 t.634 2.248

SK No 003129 C

Jumlah



PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA

-23-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
(20r91

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 202r 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (11) (r2l (13)
Jumlah Pojok
Baca Digital
area publik di
Provinsi/Kabu-
paten/Kota

Pojok Baca
Digital

90 160 192 21t 232

6 Pelembagaan
Partisipasi
Anak

Fasilitasi dan
penguatan
kapasitas
Forum Anak
(FA)

Jumlah daerah
yang memiliki
FA aktif

Provinsi
Kabupaten
lKota

34
430

34
440

34
450

34
460

34
470

34
480

Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungal
Anak

Program
Kesetaraan
Gender
Perlindungan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak (KGPPA)

Pelatihan bagi
FA sebagai
Pelopor dan
Pelapor (2P)

Jumlah daerah
yang memiliki
FA sebagai 2P

Provinsi
Kabupaten
lKota

34
20

34
25

34
30

34
35

34
40

34
45

Pelatihan
Partisipasi Anak
dalam

Jumlah daerah
yang
menerapkan

Provinsi
Kabupaten
/Kota

34
20

34
25

34
30

34
35

34
40

34
45

SK No 003130 C

Perencanaan



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-24-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
(20191

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 202t 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (1 1) (t2l (13)
Perencanaan
Pembangunan
(PAPP) bagi FA

Partisipasi Anak
dalam
Perencanaan
Pembangunan
(PAPP)

Fasilitasi
penguatan
kapasitas
Fasilitator
Forum Anak

Jumlah daerah
yang memiliki
Fasilitator
Forum Anak
terlatih

Pusat
Provinsi

1

t4
I

20
1

25
1

30
1

34
1

34

Fasilitasi
penguatan
peran Forum
Anak sebagai
Pelopor dan
Pelapor (2P)

Jumlah daerah
yang terlibat
dalam
pertemuan
Forum Anak
Nasional

Provinsi
Kabupaten
lKota

34
514

34
514

34
5t4

34
514

34
5r4

34
514

Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

Program
Kesetaraan
Gender
Perlindungan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak (KGPPA)

SK No 003131 C

Fasilitasi



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-25-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
(2Otel

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 2021 2022 2023 2024

(1) (21 (s) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (1 1) (t2l (13)
Fasilitasi
peningkatan
partisipasi
Forum Anak
dalam
perencanaan
pembangunan
(PAPP)

Jumlah FA
terlibat aktif
dalam
Musrenbang

Forum
Anak
Provinsi
dan
Kabupaten
lKota

34

25

34

30

34

35

34

40

34

45

ru KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF
7 Pencegahan

Perkawinan
Anak

Pencegahan
Perkawinan
Anak

Persentase
perempuan
berusia 20-24
tahun yang
menikah
sebelum berusia
18 tahun

o/o 1o,82 10,19 9 )8 9,44 9,08 8,74 Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

Program
Kesetaraan
Gender
Perlindungan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak (KGPPA)

SK No 003132 C

Pencegahan



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-26-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
(2Orel

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 202t 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (1 1) ft21 (13)
Pencegahan
Perkawinan
Anak

Jumlah daerah
yang difasilitasi
dalam
pencegahan
perkawinan
Anak

Provinsi/Ka
bupaten/
Kota

20 20 20 20 20 20 Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

Program
Kesetaraan
Gender
Perlindungan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak (KGPPA)

Bimbingan
perkawinan
pra-nikah bagi
calon pengantin
dan remaja usia
nikah

Jumlah calon
pengantin yang
merfiperoleh
fasilitas kursus
pranikah

Orang
(dalam
ribuan)

220.834 84 150 200 250 300 Kementerian
Agama

Program
Kerukunan
Umat dan
Layanan
Kehidupan
Beragama

Jumlah calon
pengantin yang
memperoleh
fasilitas kursus
pranikah

Orang
(dalam
ribuan)

65 150 200 250 300 Kementerian
Agama

Program
Kerukunan
Umat dan
Layanan
Kehidupan
Beragama

SK No 003133 C

Penurunan



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-27 -

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI UKURAN SATUAN

DATA
DASAR
QOtgl

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 2021 2022 2023 2024

( 1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (11) (12) (13)
Penurunan
angk? kelahiran
remaJa

AngkS kelahiran
remaJa umur
15- 19
tahunlAoe
Speciftc Fertilitu
Rate (ASFR 15-
19) (kelahiran
hidup per 1OOO
perempuan)

Kelahiran
per 10OO
wus 15- 19
tahun

36
(SDKI
2017)

25 24 2T 20 18 Badan
Kependudukan
dan Keluarga
Berencana
Nasional

Program
Pembangunan
Keluarga,
Kependudukan,
dan Keluarga
Berencana

Penyiapan
perencana€rn
kehidupan
berkeluarga
bagi remaja

Median Usia
Kawin Pertama
Perempuan
(MUKP)

Tahun 20,8
(SDKI
2017)

21,9 22,O 22,O 22,1 22 , 1

Indeks
pengasuhan
keluarga yang
memiliki remaia

Indeks
(Skala 0-
100)

75,72 76,22 76,72 77,22 77,72

Indeks karakter
remaja

Indeks
(Skala 0-
100)

67,92 68,42 68,92 69,42 69,92

SK No 003134 C

Pembinaan



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-28-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
(2Otel

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 202t 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (11) (t2l ( 13)
Pembinaan
dan/atau
bimbingan bagi
keluarga

Jumlah
keluarga yang
menenma
bimbingan dan
layanan pusaka
Sakinah

Pasangan
(dalam
ribuan)

18 37,9 55 ,8 73,9 91,8 109,8 Kementerian
Agama

Program
Kerukunan
Umat dan
Layanan
Kehidupan
Beragama

Jumlah
keluarga yang
memperoleh
bimbingan
keluarga
kristiani

Pasangan
(dalam
ribuan)

35 35 35 35 35 35

Jumlah
keluarga yang
memperoleh
bimbingan
keluarga
bahasia

Pasangan 3.OOO 805 3.387 4.808 4.000 7.000

SK No 003135 C

Jumlah . .



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-29-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
(2Otgl

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 202t 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (11) (r2l (13)
Jumlah
keluarga yang
memperoleh
bimbingan
keluarga
sukinah

Pasangan 2.889 1.275 1.500 1.700 2.OOO 2.500

Jumlah
keluarga yang
memperoleh
bimbingan
keluarga hita
sukhaya

Pasangan 1.200 500 1.000 1.500 2.OOO 2.500

SK No 003136 C

8. Penguatan .



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-30-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI UKURAN SATUAN

DATA
DASAR
,20t91

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 2021 2022 2023 2024

(1) QI (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (11) (r2l (13)
8 Penguatan

Kapasitas
Lembaga
Konsultasi
Penyedia
Layanan
Pengasuhan
Anak bagi
Orang Tual
Keluarga

Pembinaan
dan/atau
bimbingan bagi
keluarga

Jumlah
keluarga yang
menerima
bimbingan dan
layanan pusaka
Sakinah

Pasangan
(dalam
ribuan)

18 37,8 55,8 73,8 91,8 109,8 Kementerian
Agama

Program
Kerukunan
Umat dan
Layanan
Kehidupan
Beragama

Jumlah daerah
yang difasilitasi
dalam
penguatan dan
pengembangan
pusat
pembelajaran
keluarga
(PUSPAGA)

Provinsi/
Kabupaten
I Kota

24 20 20 20 20

SK No 003137 C

Peningkatan . .



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
(20r91

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 2021 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (1 1) (t2l (13)
Peningkatan
peran ibu dan
keluarga dalam
pengasuhan
Anak

Jumlah
Lembaga
Konsultasi
Keluarga (LK3)
di Kabupaten/
Kota yang aktif
melakukan
layanan
konsultasi
keluarga yang
bermasalah
psikososial

Lembaga 50 50 55 60 65 70 Kementerian
Sosial

Program LK3

Fasilitasi
pembinaan
keluarga balita
dan Anak

Persentase Anak
usia 0-6 tahun
yang memiliki
perkembangan
yang baik

o/o 60 63 66 69 72 75 Badan
Kependudukan
dan Keluarga
Berencana
Nasional

Program
Pembangunan
Keluarga,
Kependudukan,
dan Keluarga
Berencana

SK No 003138 C

Jumlah



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-32-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
(2Orel

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 202t 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (11) (L2l (13)
Jumlah
keluarga yang
memiliki baduta
pada lokus
prioritas yang
mendapatkan
promosi dan
KIE Pengasuhan
IOOOHPK dalam
Pencegahan
Stuntine

Keluarga 2.83t.614 4.r22.784 4122.744 4 122.744 4.122 784 4.122 784 Badan
Kependudukan
dan Keluarga
Berencana
Nasional

Program
Pembangunan
Keluarga,
Kependudukan,
dan Keluarga
Berencana

Persentase
keluarga yang
melaksanakan
pengasuhan
dan
pendampingan
pembentukan
karakter

o/o 37,68 38,68 39 68 40,68 41,68 42 68

SK No 003139 C

Fasilitasi



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-33-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI UKURAN SATUAN

DATA
DASAR
(20t91

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 2021 2022 2023 2024

( 1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (11) (r2l (13)
Fasilitasi
pembentukan
dan pelayanan
keluarga dan
anggota
keluarga di
Pusat
Pelayanan
Keluarga
Sejahtera
(PPKS)

Jumlah
keluarga yang
mengakses
PPKS

Keluarga 53.724 55.OOO 56.OOO s7.000 58.000 59.OOO Badan
Kependudukan
dan Keluarga
Berencana
Nasional

Program
Pembangunan
Keluarga,
Kependudukan,
dan Keluarga
Berencana

Penyediaan
layanan
pendidikan
yang merata
dan berkualitas
ieniang

Persentase SD
yang memiliki
lingkungan
kondusif dalam
pembangunan
karakter

o/o 30 35 40 45 50 Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan

Program
Pendidikan
Anak Usia Dini,
Pendidikan
Dasar, dan

SK No 003140 C

Pendidikan



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-34-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
,20t91

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 202r 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) ffl (8) (e) (10) (11) ft21 (13)
Pendidikan
Anak Usia Dini,
Pendidikan
Dasar dan
Pendidikan
Menengah

Persentase SMP
yang memiliki
lingkungan
kondusif dalam
pembangunan
karakter

o/o 30 35 40 45 50 Pendidikan
Menengah

Persentase SMA
yang memiliki
lingkungan
kondusif dalam
pembangunan
karakter

o/o 30 35 40 45 50

Persentase SLB
yang memiliki
lingkungan
kondusif dalam
pembangunan
karakter

o/o 30 35 40 45 50

SK No 003141 C

Penguatan



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-35-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
(20t91

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 202t 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (1 1) 112l (1s)
Penguatan
karakter bagi
ekosistem
pendidikan dan
kebudayaan

Jumlah Konten
Penguatan
Karakter Satuan
Pendidikan yang
dihasilkan dan
disebarluaskan

Konten 27 2t 2l 21 2T Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan

Program
Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan
T\rgas Teknis
Lainnya

Jumlah Konten
Penguatan
Karakter
Keluarga yang
dihasilkan dan
disebarluaskan

Konten 2t 2t 2t 2t 2t

Jumlah Konten
Penguatan
Karakter
Masyarakat
yang dihasilkan
dan
disebarluaskan

Konten 2l 2t 2t 2t 21

SK No 003142 C

Fasilitasi



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-36-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
(20rel

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 2021 2022 2023 2024

(1) QI (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (1 1) (t2l (13)
Fasilitasi
Program
Ketahanan
Keluarga Anti
Narkoba

Jumlah
Kabupaten/
Kota yang
melaksanakan
program
Ketahanan
Keluarga Anti
Narkoba Satuan

Kabupaten
lKota

1.73 t73 t73 173 t73 173 Badan
Narkotika
Nasional

Program
Ketahanan
Keluarga Anti
Narkoba
Berbasis
Sumber Daya
Desa

9 Pengemba-
ngan Anak
Usia Dini
Holistik dan
Integratif
(PAUD-Hr)

Peningkatan
satuan PAUD
yang
menyelenggarak
an layanan
Holistik
Integratif

Persentase
satuan PAUD
yang
menyelenggara-
kan layanan
Holistik
Integratif

o/o t9 25 35 47 60 75 Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan

Program
Pendidikan
Anak Usia Dini,
Pendidikan
Dasar, dan
Pendidikan
Menengah

SK No 003143 C

Persentase .



PRES IDEN
R.EPUBLIK INDONESIA

-37 -

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
(20tel

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 202t 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (11) (t2l (13)
Persentase
satuan PAUD
yang
menerapkan
evaluasi peserta
didik
berkembang
sesuai harapan

o/o 20 40 55 65 80

Peningkatan
capaian hasil
belajar siswa
pada jenjang
Pendidikan
Anak Usia Dini

Nilai rata-rata
tingkat
pencapaian
perkembangan
Anak (5-6
tahun)

Satuan
Pendidikan

3.OOO 9.000 9.000 10.500 10.500 Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan

Program Guru
dan Tenaga
Kependidikan

SK No 003144C

Pembinaan



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-38-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
(20tel

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 2027 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (1 1) (121. ( 13)

Pembinaan
peningkatan
kompetensi
pelayanan Anak
usia dini bagr
perawat, bidan,
pengasuh dan
pendamping,
pendidik dan
tenaga
kependidikan,
kader,
penyuluh, dan
SDM lainnya

Terlatihnya
Pelatihan Calon
Pelatih (PCP)
Guru PAUD

Orang 228 228 224 228 228 228 Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan

Peningkatan
Kompetensi
Pelatihan Calon
Pelatih (PCP)
Guru PAUD

SK No 003145 C

Penyusunan



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-39-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
(2Otel

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 2021 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (1 1) fi2l. (13)

Pen5rusunan
dokumen:
1. RAN PAUD

HI 2020
2024;

2. Pedoman
Pelaksanaan
RAN PAUD
HI 2020
2024

1. Dokumen
RAN PAUD
Ht 2020-
2024;

2. Dokumen
Pedoman
Pelaksanaan
RAN PAUD
Hr 2020-
2024

Dokumen 1 1 1 1 1 1 Kementerian/
Lembaga terkait
yang
dikoordinasikan
Kemenko PMK

Program PAUD
HI

Peningkatan
koordinasi
lintas sektor
dan antar
tingkatan
pemerintahan
dalam

Jumlah daerah
yang memiliki
RAD PAUD HI
yang
terintegrasi
dengan
dokumen

Provinsi 34 34 34 34 34 Kementerian
Koordinator
Bidang
Pembangunan
Manusia dan
Kebudayaan
dan

Program PAUD
HI

SK No 003146 C

penguatan



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-40-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI UKURAN SATUAN

DATA
DASAR
(20r91

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 202r 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (1 1) (121 (13)
penguatan
Pengembangan
Anak Usia Dini
Holistik
Integratif (PAUD
HI)

perencanaan
pembangunan
daerah

Kementerian
Dalam Negeri

10. Standarisasi
Lembaga
Pengasuhan
Alternatif

Pelaksanaan
Standar
Nasional
Pengasuhan
Anak (SNPA) di
Lembaga
Kesejahteraan
Sosial Anak
(LKSA)

Jumlah LKSA
yang
terakreditasi

Lembaga 4.7 tO 300 300 300 300 300 Kementerian
Sosial

Program
Rehabilitasi
Sosial Anak

SK No 003147 C

Pelaksanaan



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-4I-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI UKURAN SATUAN

DATA
DASAR
(20191

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 202r 2022 2023 2024

(1) QI (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (1 1) (121 (13)
Pelaksanaan
Standar
Nasional
Pengasuhan
Anak (SNPA) di
Taman Anak
Sejahtera (TAS)

Jumlah TAS
yang
terakreditasi

Lembaga t46 25 25 25 25 25 Kementerian
Sosial

Program
Rehabilitasi
Sosial Anak

Pelaksanaan
standarisasi
dagcare ramah
Anak

Jumlah daerah
yang
Mengembang-
kan dagcare
ramah Anak

Provinsi/
Kabupaten
lKota

5 10 10 10 10 Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

Program
Kesetaraan
Gender
Perlindungan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak (KGPPA)

SK No 003148 C

Penguatan



PRE S I DEN
REPUBLIK INDONESIA

-42-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
(2Otel

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 202r 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (11) l2l (13)

Penguatan
Kapasitas
Pesantren
dalam
memberikan
Pengasuhan
Alternatif bagi
Santri/wati

Jumlah daerah
yang
membentuk
pesantren
ramah Anak

Provinsi
Kabupaten
/Kota

8
34

T2
126

15
168

18
189

2l
214

24
247

Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

Program
Kesetaraan
Gender
Perlindungan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak (KGPPA)

Jumlah
pesantren yang
telah difasilitasi
pembentukan
pesantren
ramah Anak

Pesantren
Ramah
Anak

372 882 1057 7232 L382 r532 Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

Program
Kesetaraan
Gender
Perlindungan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak (KGPPA)

SK No 003216C

Jumlah



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-43-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI UKURAN SATUAN

DATA
DASAR
QOrel

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 2021 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) ( 10) (1 1) (t2l (13)
Jumlah model
pesantren
ramah Anak

Model
Pesantren

7 9 11 13 15 t7 Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

Program
Kesetaraan
Gender
Perlindungan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak (KGPPA)

Jumlah
pengasuh
pesantren yang
dilatih
pengasuhan
Anak berbasis
Hak Anak

Pengasuh
Pesantren

372 464 506 527 5s2 579 Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

Program
Kesetaraan
Gender
Perlindungan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak (KGPPA)

SK No 003150 C

1 1. Ketersediaan



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-44-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
QO79l

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 202r 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) ffl (8) (e) (10) (1 1) (t2l (13)

11 Ketersediaan
Infrastruktur
Ramah Anak
di Ruang
Publik

Fasilitasi
penyediaan
infrastruktur
ramah Anak

Jumlah daerah
yang difasilitasi
dalam
pemenuhan hak
Anak atas
lingkungan
Ramah Anak

Provinsi/
Kabupaten
lKota

5 2 10 10 10 10 Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

Program
Kesetaraan
Gender
Perlindungan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak (KGPPA)

Pekan Nasional
Keselamatan
Jalan

Provinsi/
Kabupaten
lKota

11 34 34 34 34 Kementerian
Perhubungan

Program
Infrastrutur
Konektivitas

Fasilitasi
pengembangan
transportasi
angkutan
umum massal
ramah Anak

Jumlah daerah
yang difasilitasi
transportasi
angkutan
umum massal
ramah Anak

Kabupaten
lKota

3 5 4 3 3 5 Kementerian
Perhubungan

Program
Infrastruktur
Konektivitas

SK No 003230 C

Jumlall



PRES IDEN
REPUBLIK INOONESIA

-45-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
(20t91

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 202r 2022 2023 2024

(1) 2l (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (1 1) (t2l (13)
Jumlah
pemberian bus
sekolah
bantuan

Unit 220 280 290 300 360 400

Pembangunan
RASS

Jumlah lokasi
yang terbangun
RASS

Lokasi 2 4 2 2 2 2

Pembangunan
Zona Aman
Selamat
Sekolah (ZoSS)

Jumlah ZoSS
yang terbentuk
di Provinsi/
Kabupaten/
Kota

Lokasi 150 7 25 25 25 25

SK No 003152 C

IV. KLASTER



PRES IDEN
REPUBLIK INOONESIA

-46-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
(20t91

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 202t 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (1 1) (121 (13)

IV KLASTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN
T2 Persalinan di

Fasilitas
Kesehatan

Peningkatan
kesehatan ibu
dan Anak

Persentase
persalinan di
fasilitas
pelayanan
kesehatan

o/, 79,3 87,O 89,O 91,0 93,0 95,O Kementerian
Kesehatan

Program
Kesehatan
Masyarakat

Persentase
kunjungan
neonatal

.h 84,1 86 ,0 88,0 90,o 92,O 95,0 Kementerian
Kesehatan

Program
Kesehatan
Masvarakat

Skrining deteksi
dini pra
persalinan

Cakupan ibu
hamil diskrining
HIV dan Sifilis

o/o HIV:
45,09

sif:
8,05

80 90 100 100 100
Kementerian
Kesehatan

Program
Eliminasi
Penularan HIV
dan Sifilis dari
Ibu ke Anak

Cakupan Ibu
Hamil
diskrining
hepatitis B

o/o 48,95 80 90 100 ro0 100 Kementerian
Kesehatan

Program
Eliminasi
Penularan
Hepatitis B dari
Ibu ke Anak

SK No 003153 C

13. Status



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-47-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
(2Otel

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 202r 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (1 1) /]-2l (13)

13 Status Gizi
Balita

Suplementasi
vitamin A pada
Balita

Persentase
Balitas Usia 6-
59 Bulan
mendapatkan
vitamin A

o/o 53,5 86 87 88 89 90 Kementerian
Kesehatan

Program
Kesehatan
Masyarakat

Pemantauan
tumbuh
kembang balita

Persentase
balita yang
dipantau
pertumbuhan
dan
perkembangan-
nya

o/o 60 70,o 75,O 80 0 85 o

Pelatihan bagi
FA sebagai 2P
dalam Gizi

Jumlah daerah
yang memiliki
FA 2P Gizi

Provinsi 34 34 34 34 34 34 Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan

Program
Kesetaraan
Gender
Perlindungan

SK No 003154 C

Pelatihan



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-48-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI UKURAN SATUAN

DATA
DASAR
(2019)

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 202r 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) ( 10) (1 1) (t2l (13)
Pelatihan bagi
Forum Keluarga
dalam 2P Gizi

Jumlah daerah
yang memiliki
FK2P Gizt

Provinsi 34 34 34 34 34 34 Perlindungan
Anak

Perempuan dan
Perlindungan
Anak (KGPPA)

14 Pemberian
Makan pada
Bayi dan
Anak (PMBA)
Usia di
Bawah 2
Tahun

Peningkatan
gizi Anak di
bawah usia dua
tahun

Persentase bayr
usia kurang
dari 6 bulan
yang mendapat
ASI eksklusif

o/o 38 40 45 50 55 60 Kementerian
Kesehatan

Program
Kesehatan
Masyarakat

Fasilitasi
peningkatan
ASI Eksklusif
dan $n Anak

Jumlah daerah
yang difasilitasi
dalam
penanganan
stunting melalui
Kampung Anak
Sejahtera (KAS)

Kabupaten
lKota

8 t2 t6 2l 26 32 Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

Program
Kesetaraan
Gender
Perlindungan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak (KGPPA)

SK No 003155 C

15. Fasilitas



PRES IDEN
REPUtsLIK INDONESIA

-49-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
(20t91

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 202r 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (11) (r2l ( 13)

15 Fasilitas
Kesehatan
dengan
Pelayanan
Ramah Anak

Fasilitasi
pelayanan
ramah Anak di
fasilitas
kesehatan

Persentase
fasilitas
kesehatan
tingkat pertama
sesuai standar

o/o 45 46 60 75 90 100 Kementerian
Kesehatan

Program
Pelayanan
Kesehatan

Persentase
rumah sakit
terakreditasi

o/o 70 80 85 90 95 100

Pelayanan
kesehatan Anak

Jumlah
kabupaten lkota
yang mencapai
8O7o imunisasi
dasar lengkap
Anak usia O- 1 1

bulan

Jumlah
(angka
absolut)

378 40t 43t 452 471 488 Kementerian
Kesehatan

Program
Pencegahan dan
Pengendalian
Penyakit

SK No 003156 C

Pelayanan



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-50-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
(20t91

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 2021 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (1 1) (121 (13)
Pelayanan
Kesehatan
Bayi/Anak dari
Ibu terinfeksi
HIV, dan Sifilis

Persentase
Kabupaten/
Kota Mampu
Profrlaksis

o/o 19,26 40 60 80 100 lo0 Kementerian
Kesehatan

Program
Eliminasi
Penularan HIV
dan Sifilis dari
Ibu dan Anak

Pemutusan
penularan
Hepatitis B dari
Ibu ke Anak

Persentase bayr
lahir dari Ibu
dengan HBsAg
reaktif diberi
HBO dan HBIig
kurang dari <24
jam setelah
kelahiran

o/o 95 96 97 98 99 100 Kementerian
Kesehatan

Program
Eliminasi
Penularan
Hepatitis B dari
Ibu ke Anak

Theraphy
pencegahan TB
bagi balita
kontak
serumah
dengan pasien
TBC

Persentase
Balita kontak
serumah
dengan pasien
TB mendapat
TPT

Yo 5 ,9 40 50 65 80 90 Kementerian
Kesehatan

Program
Eliminasi
tuberculosis

SK No 003157 C

Provinsi



PRES I DEN
REPUELIK INDONESIA

-51 -

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
(20191

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 202t 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (11) (t2l (13)

Provinsi dengan
proporsi kasus
kusta Anak
diantara kasus
baru < 5%o

Jumlah provinsi
dengan proporsi
kasus kusta
Anak diantara
kasus baru <

5o/o

Jumlah
Absolut

3 4 6 13 20 27 Kementerian
Kesehatan

Program
Eliminasi kusta

Pelayanan
deteksi dini
Anak dengan
pneumonia

Persentase
Kabupaten/
Kota yang 5O%o

Puskesmas
melakukan tata
laksana standar
pneumonia

oh 42,22
(Januari

2O20)

50 52 55 57 60 Kementerian
Kesehatan

Program
Pencegahan dan
Pengendalian
ISPA

Balita memiliki
buku KIA

Persentase
balita yang
memiliki buku
KIA

o/o 65,9
(2018)

60 65 70 75 80 Kementerian
Kesehatan

Program
Kesehatan
Masyarakat

SK No 003158 C

Peningkatan



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-52-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI UKURAN SATUAN

DATA
DASAR
(2019],

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 2021 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (11) (r2l (13)
Peningkatan
kesehatan Anak
usia sekolah
dan remaja

Kabupaten/
Kota yang
menyelenggara-
kan pelayanan
kesehatan usia
sekolah dan
remaja

Kabupaten
lKota

725 150 200 275 350 Kementerian
Kesehatan

Program
Kesehatan
Masyarakat

Peningkatan
upaya
kesehatan jiwa
pada Anak

Persentase SMA
dan sederajat
yang
menyelenggara-
kan upaya
kesehatan jiwa
dan Napza di
tiap Provinsi

o/o 1 2 5 10 15 20 Kementerian
Kesehatan

Program
Pencegahan dan
Pengendalian
Masalah
Kesehatan Jiwa
dan Napza

SK No 003159 C

Fasilitasi



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-53-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI UKURAN SATUAN

DATA
DASAR
(20r91

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 202t 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (1 1) (121 (13)
Fasilitasi
Pelayanan
Ramah Anak di
Puskesmas

Jumlah
Puskesmas yang
difasilitasi
dengan
Pelayanan
Ramah Anak

Puskesmas t.200 1.600 2.000 2.500 3.000 3.500 Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

Program
Kesetaraan
Gender
Perlindungan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak (KGPPA)

Jumlah
kabupaten lkota
yang difasilitasi
dalam
Pelayanan
Ramah Anak di
Puksesmas

Kabupaten
lKota

130 160 200 250 300 350 Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

Program
Kesetaraan
Gender
Perlindungan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak (KGPPA)

SK No 003160 C

Pelatihan



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-54-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
(20r91

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 2021 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (11) fi2l, (13)
Pelatihan
Konvensi Hak
Anak (KHA) bagi
tenaga
kesehatan

Jumlah tenaga
kesehatan
(Puskesmas)
terlatih KHA

Orang 2.300 2.500 2.800 3.100 3.400 3.700 Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

Program
Kesetaraan
Gender
Perlindungan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak (KGPPA)

t6. Lingkungan
Sehat

Peningkatan
rumah tangga
dengan akses
Air Minum dan
Sanitasi yang
Layak serta
Terwujudnya
Kabupaten/
Kota Sehat

Persentase
sarana air
minum yang
diawasi/diperik
sa kualitas air
minumnya
sesuai standar

% 19,93 60 64 68 72 76 Kementerian
Kesehatan

Program
Kesehatan
Masyarakat

SK No 003161 C

Persentase



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-55-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
(2Otel

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 202r 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (1 1) (t2l (13)
Persentase
desa/kelurahan
dengan Stop
Buang air besar
Sembarangan
(SBS)

o/o 23,79 40 50 60 70 90

Jumlah
kabupaten lkota
sehat

Kabupaten
lKota

386 110 220 280 380 420

Presentase
tempat
pengelolaan
pangan (TPP)
yang memenuhi
syarat sesuai
standar

o/o 26,47 38 44 50 56 62

SK No 003162 C

Persentase. .



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-56-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
lpor9l

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 202t 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) ( 10) (1 1) ft2l, (13)
Persentase
Tempat Dan
Fasilitas Umum
(TFU) yang
dilakukan
pengawasan
sesuai standar

o/o 6 1,3 55 60 65 70 75

Promosi
kesehatan

Presentase
Kabupaten/
Kota dengan
minimal 80%
posyandu aktif

o/o 18 25 35 50 60 70 Kementerian
Kesehatan

Program
Kesehatan
Masyarakat

Peningkatan
kontribusi
pemenuhan
akses air
minum jaringan
perprpaan

Jumlah
sambungan
rumah (SR)
yang
mendapatkan
layanan SPAM
berbasis
masyarakat

Sambungan
Rumah

2.673 2AO 400 000 800.000 I 200 000 1.600.000 2.O00.ooo Kementerian
Pekerjaan
Umum dan
Perumahaan
Rakyat

Program
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman

SK No 003163 C

Jumlah



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-57 -

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
(201.91

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 202t 2022 2023 2024

(1) QI (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) ( 10) (1 1) (t2l (13)
Jumlah
kapasitas SPAM
yang dibangun

Liter/detik 16.875,5 1.530 6.130 7.660 9.190 9.190

Jumlah
peningkatan
kapasitas SPAM
eksisting

Liter/detik 75 450 825 t.200 t.200

Jumlah
sambungan
rumah (SR)
yang
mendapatkan
perluasan SPAM

SR 1.669 110.000 302.000 494.OOO 686.000 878.000

SK No 003164 C

Peningkatan



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-58-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
(20t91

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 2027 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (11) (t2l (13)

Peningkatan
kontribusi
pemenuhan
akses sanitasi

Jumlah Kepala
Keluarga (KK)
yang
mendapatkan
layanan sanitasi
berbasis
masyarakat

KK 293.591 50. 800 113.600 t74.600 239.200 302.200 Kementerian
Pekerjaan
Umum dan
Perumahan
Rakyat

Program
Perumahan dan
Kawasan
Permukiman

Jumlah Kepala
Keluarga (KK)
yang
mendapatkan
layanan sistem
pengelolaan air
limbah

KK 2.521.435 104. 000 435. 000 842. 000 t.249.OOO 1.626.000

SK No 003165 C

Jumlah . . .



PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA

-59-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI UKURAN SATUAN

DATA
DASAR
(20tel

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 2021 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (11) (t2l ( 13)

Jumlah Kepala
Keluarga (KK)
yang
mendapatkan
layanan sistem
pengelolaan
drainase
lingkungan

KK 4655 2.625 6.t25 9.625 13. 125 17.500

Jumlah Kepala
Keluarga (KK)
yang
mendapatkan
layanan sistem
pengelolaan
persampahan

KK 7.417.O23 441.OOO 1.095.000 2.098.000 3. 10 1 .000 4.095.000

SK No 003166 C

Sosialisasi



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-60-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
(20tel

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 202t 2022 2023 2024

(1) (2) (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) ( 10) (11) (t2l (13)
Sosialisasi bagi
SDM Forum
Anak sebagai
2P Sanitasi

Jumlah SDM
Forum Anak
sebagai 2P
Sanitasi

Forum
Anak

400 800 1200 1600 2000 Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

Program
Kesetaraan
Gender
Perlindungan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak (KGPPA)

Sosialisasi bagi
SDM Forum
Keluarga
sebagai 2P
Sanitasi

Jumlah SDM
Forum Keluarga
sebagai 2P
sanitasi

Forum
Keluarga

400 800 t200 1600 2000

17. Ketersediaan
Kawasan
Tanpa Rokok
(KTR) dan
Larangan
Iklan,

Implementasi
KTR

Kabupaten/kota
yang
menerapkan
Kawasan Tanpa
Rokok (KTR)

Kabupaten
/Kota

263 324 374 424 474 51.4 Kementerian
Kesehatan

Program
Pencegahan dan
Pengendalian

SK No 003167 C

Promosi



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-61 -

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
(20t91

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 2021 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (11) (r2l (13)
Promosi dan
Sponsor (IPS)
Rokok

Sosialisasi
Bahaya Rokok
bagi Anak
sebagai 2P

Jumlah SDM
Forum Anak
sebagai 2P
Hebat Tanpa
Rokok

Forum
Anak

2.800 3.200 3.600 4.000 4.400 4.800 Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

Program
Kesetaraan
Gender
Perlindungan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak (KGPPA)

V KLASTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA
18 Wajib Belajar

12 (dua
belas) Tahun

Peningkatan
pemerataan
layanan
pendidikan
bermutu di
seluruh jenjang

Angka
Partisipasi
Kasar (APK)
Pendidikan
Anak Usia Dini
(PAUD) 3-6
tahun

o/o 40,18 40,20 42,62 45,21 47,81 53,10 Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan

Program
Pendidikan
Anak Usia Dini,
Pendidikan
Dasar, dan
Pendidikan
Menengah

SK No 003168 C

Angka



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-62-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
(2Orel

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 202r 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (1 1) (r2l (13)
Angka
Partisipasi
Kasar (APK)
sD/Mr/SDLB/
Sederajat

o/o 99 92 105,97 1o4,48 1o2,98 lol,49 100,00

Angka
Partisipasi
Kasar (APK)
SMP/MTs/SMP
LBlSederaiat

oh 83,61 92 ,46 94 t 34 96,23 98,1 1 100,00

Angka
Partisipasi
Kasar (APK)
sMA/SMK /MAl
SMLB/
Sederajat

.h 80,51 86,18 88,39 9O,59 92,8O 95,OO

SK No 003169 C

Peningkatan



PRES IDEN
REPU BLIK INDONESIA

-63-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
(20t91

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 2021 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (lo) (1 1) (121 (13)
Peningkatan
perluasan akses
afirmasi jenjang
pendidikan
Anak usia dini,
pendidikan
dasar dan
menengah serta
percepatan
Wajib Belajar
12 Tahun

Persentase anak
kelas 1

SD/MI/SDLB
yang pernah
mengikutiTKl
RA/BA
(5-6 tahun)

o/o 63,34 66,49 68,O6 69,63 71,20 72,77 Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan

Program
Pendidikan
Anak Usia Dini,
Pendidikan
Dasar, dan
Pendidikan
Menengah

Jumlah
kabupaten lkota
dengan nilai
kinerja sekolah
(scorecard)
minimum 75
(kategori tinggr)

Kabupaten
lKota

6 56 106 156 206

SK No 003170 C

Jumlah



FRES tDEN
REPUBLIK INDONESIA

-64-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
(2Orel

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 202r 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) ( 10) (11) (r2l (13)

Jumlah Provinsi
dengan nilai
kinerja sekolah
(scorecardl
minimum 75
(kategori tinggr)

Provinsi 6 10 t4 t7 20

Penyediaan
layanan
pembiayaan
pendidikan

Jumlah siswa
yang
memperoleh
KIPDikdasmen

Orang 17.927.308 t7.927 308 t7.927 304 17 927 17 927 304 Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan

Program
Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan
Ttrgas Teknis
Lainnya

SK No 003171 C

Penyediaan



PRES IDEN
REPUBLIK INOONESIA

-65-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
(20t91

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 202t 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (1 1) (t2l (13)

Penyediaan
layanan
pendidikan
yang merata
dan berkualitas
pada jenjang
Pendidikan
Anak Usia Dini,
Pendidikan
Dasar, dan
Menengah

Jumlah Peserta
Didik usia 3- 6
tahun yang
mengikuti
menerima BOP
PAUD

Juta Orang 6,4 7,5 8 7 10,0 11.,2 12,7 Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan

Program
Pendidikan
Anak Usia Dini,
Pendidikan
Dasar, dan
Pendidikan
Menengah

Jumlah
Kabupaten/
Kota dengan
Persentase
Siswa Kelas 1

yang melalui
TK/RA/BA di
atas 5O7o

Kabupaten
lKota

51 103 154 206 257 267

SK No 003172 C

Jumlatr



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-66-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
(20tel

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 2021 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (1 1) (t2l ( 13)
Jumlah
Kabupaten/
Kota dengan
APK PAUD (3-6
tahun) di atas
53,10%

Kabupaten
/Kota

95 115 135 155 175 195

Jumlah
Kabupaten/
Kota dengan
APK
SD/MI/ SDLB
sekurang-
kurangnya
IOOo/o

Kabupaten
lKota

381 391 401 4tt 42r 431

Jumlah
Kabupaten/
Kota dengan
APK
SMP/MTs/ SMP
LB sekurang-
kurangnva
lOOo/o

Kabupaten
/Kota

307 317 327 337 347 357

SK No 003173 C

Jumlah . .



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-67 -

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
(20r91

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 202t 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (1 1) (121 (13)
Jumlah
kabupaten lkota
dengan APK
SMA/ MA/ SMLB
sekurang-
kuransnva95oh

Kabupaten
lKota

209 2t9 229 239 249 259

Peningkatan
partisipasi
peserta didik
pada satuan
pendidikan

Persentase
peningkatan
siswa pada
MI/Ula/SDTK/
Adhi Widya
Pasraman

o/o 12,46 12,99 13,55 13,61 14,18 14,25 Kementerian
Agama

Program PAUD
dan Wajib
Belajar 12
Tahun

Persentase
peningkatan
siswa pada
MTs/Wustha/S
MPTK/
Madyama Widya
Pasraman

o/o 17,33 17,83 18,25 18,67 19,08 19,17

SK No 003174C

Persentase



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-68-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI UKURAN SATUAN

DATA
DASAR
(2Orel

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 2021 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) ( 1 1) l2l (13)

Persentase
peningkatan
siswa pada
MA/UlyalSMTK
/SMAK/Utama
Widya
Pasraman

o/o 20,33 20,50 20,59 20,67 20,75 20,83

19. Sekolah
Ramah Anak
(sRA)

Fasilitasi
pelaksanaan
Kebijakan SRA
di setiap
jenjang
pendidikan

Persentase
Madrasah yang
Ramah Anak

o/o 37,OO 40 00 50,00 60 00 70,oo 80,00 Kementerian
Agama

Program
Kualitas
Pengajaran dan
PembelajaranPersentase

SMPTK/SMTK/
SMAK yang
Ramah Anak

oh 45,00 45 00 45,00 45 o0 45,00 45,00 Kementerian
Agama

Persentase
SMAK yang
Ramah Anak

o/o 50,00 60,00 70,00 80,00 90,00 100 Kementerian
Agama

SK No 003175 C

Persentase



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-69-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
(20r91

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 202t 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (1 1) (t2l (13)

Persentase
Madyama Widya
Pasraman/Uta
ma Widya
Pasraman yang
Ramah Anak

o/o 50,00 50,00 75,00 80,00 90 ,oo 100 Kementerian
Agama

Jumlah satuan
pendidikan yang
difasilitasi
tentang
pemenuhan hak
Anak atas
pendidikan
(pelatihan KHA
dan SRA)

Provinsi
Kabupaten
/Kota

7
70

27
270

34
470

34
514

34
514

34
514

Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

Program
Kesetaraan
Gender
Perlindungan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak (KGPPA)

PAUD.TK.R
A/sD/Mr/
MTs/SMA/
MA/SMK/S
LB

345 1595 2845 4095 5345 6595

SK No 003176 C

Jumlah



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-70-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
,20191

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 2021 2022 2023 2024

(1) (21 (3) @l (s) (6) ffl (8) (e) (10) (1 1) (r2l (13)
Jumlah daerah
yang difasilitasi
dalam
pengembangan
model SRA
sesuai standar

SD
SMP
SMA
SMK
MI
MTs
MA
SLB

2
2
2
2
2
2
2
2

4
4
4
4
4
4
4
4

6
6
6
6
6
6
6
6

8
8
8
8
8
8
8
8

1

1

1

1

1

1

1

o
o
o
0
0
0
0

Penggiat SRA
terlatih
(Fasilitator SRA)

Orang 89 t57 225 293 361 429

Daerah yang
difasilitasi
dalam
pengembangan
fasilitas
kreatitas dan
budaya Anak

Provinsi/
Kabupaten
lKota

7 27 34 34 34 34

SK No 003177 C

Jumlah . . .



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-7t-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
QOt9l

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 202r 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) ffl (8) (e) (10) (11) (r2l ( 13)

Jumlah daerah
yang difasilitasi
dalam
pengembangan
model PKA
sesuai standar

Kabupaten
lKota

2 4 6 8 10

Promosi
Pelaksanaan
Kebijakan
Kreativitas dan
Budaya (Festival
Kreativitas
Anak)

Kegiatan I 1 1 1 1 1

SK No 003178 C

Peningkatan



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-72-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
,2Or9l

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 202t 2022 2023 2024

(1) (21 (3) @l (s) (6) ffl (8) (e) (10) ( 1 1) t2l (13)
Peningkatan
Karakter
Peserta Didik

Persentase
satuan
pendidikan yang
memiliki
lingkungan
kondusif dalam
pembangunan
karakter

o/o 25 30 35 40 45 50 Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan

Program
Pendidikan
Anak Usia Dini,
Pendidikan
Dasar, dan
Pendidikan
Menengah

Peningkatan
kualitas
pembelajaran
pada jenjang
pendidikan
Anak usia dini,
pendidikan
dasar dan
menenqah

Persentase
tingkat
pencapaian
perkembangan
anak 5-6 tahun
berada
berkembang
sesuai harapan

oh 52,7 58,7 64,7 70,7 76,7 85,O

SK No 003179 C

Intervensi



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-73-

NO INDIKATOR
RENCANA

AKSI
UKURAN SATUAN

DATA
DASAR
(20le\

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 202t 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (4) (s) (6) (71 (8) (e) (10) (11) (121 (13)

Intervensi
Keamanan
Pangan Jajanan
Anak Sekolah
(PJAS) di
Sekolah

Jumlah sekolah
dengan Pangan
Jajanan Anak
Sekolah (PJAS)
arnan

Sekolah 573 660 1330 20to 2700 3400 Badan
Pengawas Obat
dan Makanan

Program
Pengawasan
Pangan Jajanan
Anak Sekolah
(PJAS)

Intervensi
Keamanan
pangan di
sekolah (SD,
SMP, SMA
sederajat)

Tersedianya
kantin sehat di
sekolah

o/o 30 40 50 60 70 Kementerian
Kesehatan

Program
pengawasarl
kantin sekolah

SK No 003180 C

Fasilitasi



PRES IDEN
REPUELIK INDONESIA

-74-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
(2Otel

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 202t 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (1 1) (121 (13)

Fasilitasi
pendidikan
pencegahan
narkoba pada
lembaga
pendidikan

Jumlah daerah
yang menjadi
sasaran
pelaksanaan
pendidikan
pencegahan
narkoba pada
lembaga
pendidikan

Kabupaten
lKota

773 173 173 173 173 173 Badan
Narkotika
Nasional

Program
Pencegahan dan
Pemberantasan
Penyalahgunaan
dan Peredaran
Gelap Narkoba

Pembinaan dan
penghargaan
gerakan peduli
dan berbudaya
lingkungan
hidup di
sekolah

Jumlah sekolah
peduli dan
berbudaya
lingkungan
hidup (sekolah
adiwiyata
nasional dan
mandiri)

Sekolah 434 72 350 800 900 1000 Kementerian
Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan

Program
Gerakan Peduli
dan Berbudaya
Lingkungan
Hidup di
Sekolah

SK No 003181 C

Kegiatan .



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-75-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
,20r91

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 2021 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (1 1) (t2l (13)
Kegiatan
Pekerja Sosial
Goes To School
(PGTS) untuk
Anak

Jumlah Anak
yang Mengikuti
Kegiatan
Pekerja Sosial
Goes To School

anak 60.000 14.000 14.OOO 14.000 14.000 14.000 Kementerian
Sosial

Program PGTS

Fasilitasi
Satuan
Pendidikan
Aman Bencana
(SPAB)

Jumlah
kabupaten lkota
yang
menerapkan
SPAB

Kabupaten
lKota

7 8 8 lo T2 I2 Badan Nasional
Penanggulangan
Bencana

Program
Ketahanan
Bencana

20 Ketersediaan
Fasilitas
untuk
Kegiatan
Budaya,
Kreativitas,
dan Rekreatif
yang Ramah
Anak

Fasilitasi
pemuda kader

Jumlah pemuda
kader yang
difasilitasi
dalam
peningkatan
keterampilan
kreativitas seni,
budaya dan
ekonomi kreatif

Orang
(daIam
ribuan)

t4 I4 74 l4 l4 14 Kementerian
Pemuda dan
Olahraga

Program
Kepemudaan

SK No 003182 C

Fasilitasi



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-76-

NO INDIKATOR
RENCANA

AKSI
UKURAN SATUAN

DATA
DASAR
(20r91

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 2021 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (11) (t2l (13)
Fasilitasi
kreativitas Anak
dan kegiatan
budaya

Napak tilas
pemuda kreatif

Orang 1500 1500 1500 1500 1500 1500 Kementerian
Pemuda dan
Olahraga

Program
Kepemudaan

Daerah yang
difasilitasi
dalam
pengembangan
fasilitas
kreatitas dan
budaya Anak

Provinsi 7 27 34 34 34 34 Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

Program
Kesetaraan
Gender
Perlindungan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak (KGPPA)

Daerah yang
difasilitasi
dalam
pengembangan
fasilitas
kreatitas dan
budaya Anak

Kabupaten
lKota

70 270 470 514 514 514

SK No 003183 C

Jumlah



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-77 -

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
(20191

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 2021 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (1 1) (721 (13)

Jumlah daerah
yang difasilitasi
dalam
pengembangan
model PKA
sesuai standar

Kabupaten
lKota

2 4 6 8 10

Promosi
Pelaksanaan
Kebijakan
Kreativitas dan
Budaya (Festival
Kreativitas
Anak)

Kegiatan 1 2 3 4 5 6

SK No 003184 C

Peningkatan . .



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-78-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
(2Otel

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 202t 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (11) il2l (13)

Peningkatan
kesehatan
reproduksi
dikalangan
pemuda
melalui
Pendidikan
Kepemimpinan
Pemuda Dalam
Rumah Tangga

Jumlah pemuda
yang terfasilitasi
dalam
pendidikan
kepemimpinan
dalam rumah
tangga

Orang 4.030 2400 1600 1600 1600 1600 Kementerian
Pemuda dan
Olahraga

Program
Peningkatan
Kesehatan
Reproduksi
Pemuda

Kegiatan
Kreatifitas dan
Budaya

Fasilitasi
ketersediaan
sarana kegiatan
rekreatif untuk
Anak

Provinsi 34 34 34 34 34 34 Perpustakaan
Nasional

Program
Perpustakaan
sebagai Sarana
dan Kegiatan
Rekreasi
Edukatif untuk
Anak

SK No 003185 C

Kegiatan



PRE S I DEN
REPUBLIK INDONESIA

-79-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
(20191

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 202t 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) ( 10) (1 l) (121 (13)
Kegiatan
Kreatifitas dan
Budaya

Jumlah Pojok
Baca Digital
yang terbangun
dan
terselenggara di
daerah

Lembaga 90 160 192 2tl 232 Perpustakaan
Nasional

Program
Perpustakaan
dan Literasi

Fasilitasi Masjid
Ramah Anak

Jumlah masjid
terfasilitasi
Ramah Anak

Lokasi 1 5 5 5 5 5 Kementerian
Agama

Bantuan
Pembangunan

VI. KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS
2t a.Pelayanan

bagi Anak
Korban
Kekerasan
dan
eksploitasi

Fasilitasi
pencegahan
dan
penanganan
Anak korban
kekerasan dan
eksploitasi

Prevalensi
kekerasan
terhadap Anak

oh 2ls
Anak
Usia 3-
17
Tahun
yang
mengal
€unl
kekera
san

Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

Program
Kesetaraan
Gender
Perlindungan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak (KGPPA)

SK No 003186 C

Jumlah



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-80-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
(2Orel

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 2021 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (4) (s) (6) (71 (8) (e) (10) (1 1) (r2l (13)
Jumlah daerah
yang telah
menerbitkan
kode etik bagi
penyelenggara
perlindungan
Anak

Provinsi
Kabupaten
lKota

3
4

4
5

5
6

6
7

7
8

Jumlah daerah
yang diadvokasi
tentang
perlindungan
Anak dari
kekerasan dan
eksploitasi

Provinsi 7 9 10 11 t2 13

SK No 003187 C

Jumlah



PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA

-81 -

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
QOI9I

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 202t 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (1 1) (t2l (13)

Jumlah daerah
yang dilatih
tentang disiplin
positif

Provinsi
Kabupaten
lKota

6 8 10 t2 t4 t6

Jumlah daerah
terlatih internet
aman untuk
Anak

Provinsi 7 11 t2 13 t4 15

Jumlah
desa/kelurahan
yang
mencanangkan
Desa/Kelurahan
tanpa
kekerasan

Kabupaten
lKota

10 11 t2 13 t4

SK No 003188 C

Jumlah



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-82-

NO INDIKATOR
RENCANA

AKSI
UKURAN SATUAN

DATA
DASAR
(20t91

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 2021 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (1 l) (r2l (13)
Jumlah daera-fi
yang
mempu4yar/
lnengembang-kan srstem
mopitorins dan
evaluasr
oerlindunsan
Anak dari"
kekerasan dan
eksploitasi

Provlnsr + + 6 U IU t'2

Jumlah daerall
yang
memDunval
keter'sedihan
SDM dan
sarana/
Drasar€u1a
INtolin)-yane
memadar untuk
lavanan Anak
korban
kekerasan dan
penelantaran

Provinsr
Kabuoaten
lKotd,

34
387

3+
387

3+
389

3+
391

J+
393

J4
395

SK No 003189 C

Pelatihan



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-83-

NO INDIKATOR
RENCANA

AKSI
UKURAN SATUAN

DATA
DASAR
(20t91

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 2021 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (1 1) (r2l (13)

Pelatihan bagi
FA sebagai 2P
dalam
mencegah
kekerasan

Jumlah daerah
yang memiliki
FA sebagai 2P
dalam
menceeah KTA

Pusat
Provinsi
Kabupaten
lKota

1

6
T2

1

7
13

1

8
l4

1

9
15

1

10
76

Jumlah forum
Anak (termasuk
pendamping FA)
yang terlatih
dalam
penyusunan
profil Anak yang
memerlukan
perlindungan
khusus

Pusat
Provinsi

1

2
1

4
1

6
1

8
1

10

SK No 003190 C

Pelatihan



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-84-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
(20r9l.

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 2021 2022 2023 2024

(l) QI (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (lo) (1 1) (t2l (1s)
Pelatihan bagi
lembaga
layanan
penanganan
Anak korban
kekerasan

Jumlah daerah
yang memiliki
lembaga
layanan korban
kekerasan dan
eksploitasi

Provinsi
(UPTD)
Kabupaten
/Kota

22

37

22

37

23

38

24

39

25

40

26

4T

Standar layanan
bagi Anak
korban dan
pelaku
kekerasan dan
eksploitasi

Provinsi
Kabupaten
lKota

18
26

20
28

22
30

24
32

26
34

Jumlah daerah
yang SDM unit
layanan telah
dilatih
manajemen
kasus

Provinsi
Kabupaten
lKota

18
26

20
28

22
30

24
32

26
34

SK No 003191 C

Sosialisasi



PRE S I DEN
REPUBLIK INDONESIA

-85-

NO INDIKATOR
RENCANA

AKSI
UKURAN SATUAN

DATA
DASAR
(2Otel

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 202r 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (11) (t2l (13)

Sosialisasi
pembebasan
Anak dari
eksploitasi
seksual di
destinasi wisata

Jumlah daerah
yang
tersosialisasi
Sadar Wisata
dan Sapta
Pesona di
Destinasi
Wisata di
Destinasi
Pariwisata
Prioritas dan
Destinasi
Pariwisata
Lainnya

Kabupaten
lKota

o o 3 5 7 11 Kementerian
Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif

Program
Pengembangan
SDM Pariwisata

SK No 003192C

Jumlah



PRES IDEN
FIEPUBLIK INDONESIA

-86-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
(20t91

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 202t 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (1 1) (r2l (13)
Jumlah daerah
yang
tersosialisasi-
kan
pembebasan
Anak dari
eksploitasi

Kabupaten
lKota

o o 3 5 7 11

Jumlah
destinasi wisata
yang
tersosialisasi-
kan
pembebasan
Anak dari
eksploitasi

Kabupaten
lKota

0 0 6 10 t4 22

SK No 003193 C

Jumlah



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-87 -

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
(20191

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 202r 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (11) (r2l (13)
Jumlah
desa/kelurahan
yang
mencanangkan
Perdesaan
Wisata yang
Ramah Anak
Bebas
Eksploitasi

Desa/
Kelurahan

o 2 3 4 5 6

Penyusunan
materi KIE
pencegahan
dan
penanganan
korban
kekerasan dan
eksploitasi

Tersedianya
materi KIE
pencegahan dan
penanganan
korban
kekerasan dan
eksploitasi

Media 2 2 Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

Program
Kesetaraan
Gender
Perlindungan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak (KGPPA)

SK No 003194 C

Pencegahan



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-88-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
(2Otel

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 2021 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (11) (121 (13)

Pencegahan
Perlukaan pada
Genital
Perempuan
(P2GP)

Jumlah daerah
yang difasilitasi
dalam
pencegahan
sunat Anak
perempuan

Provinsi/
Kabupaten
lKota

7
20

34
50

34
80

34
110

34
t40

34
170

Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

Program
Kesetaraan
Gender
Perlindungan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak (KGPPA)Jumlah Remaja

yang difasilitasi
pencegahan
sunat Anak
perempuan

Orang 330 380 430 480 530 580 Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

Jumlah Tokoh
Agama yang
difasilitasi
pencegahan
sunat Anak
perempuan

Orang 1050 1160 t270 1380 t490 1600 Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

SK No 003218 C

Jumlah



PRES IDEN
R,EPUELIK INOONESIA

-89-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
(2Ot9l

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 202r 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (1 1) (t2l ( 13)
Jumlah Tenaga
Kesehatan yang
difasilitasi
pencegahan
sunat Anak
perempuan

Orang 250 500 750 1000 1250 1500 Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

Jumlah Tokoh
Masyarakat
yang difasilitasi
pencegahan
sunat Anak
perempuan

Orang 150 300 400 500 600 Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

Pelatihan dan
kampanye
Pencegahan
Sunat Anak
Perempuan

Jumlah Tokoh
Agama yang
dilatih
pencegahan
sunat Anak
perempuan

Orang 30 60 90 t20 150 180 Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

Program
Kesetaraan
Gender
Perlindungan
Peremouan dan
Pertndunsan
Anak (KGPPA)

SK No 003219 C

Jumlah



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-90-

NO INDIKATOR
RENCANA

AKSI
UKURAN SATUAN

DATA
DASAR
(20t91

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 2021 2022 2023 2024

( 1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) ( 10) (1 1) (t2l (13)

Jumlah Tokoh
Masyarakat
yang dilatih
pencegahan
sunat Anak
perempuan

Orang 30 60 90 r20 150 180 Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

Jumlah Remaja
yang dilatih
pencegahan
sunat Anak
perempuan

Orang 30 60 90 t20 150 180 Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

SK No 003197 C

21. b. Anak



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-9t-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
(2Otel

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 202t 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (1 1) i2l (13)

2t b. Anak yang
Dibebas-
kan dari
Pekerja
Anak (PA)
dan
Bentuk-
bentuk
Pekerjaan
Terburuk
untuk
Anak
(BPrA)

Pencegahan
dan penarikan
pekerja Anak
dari tempat
ke{a

Jumlah pekerja
Anak yang
dicegah
dan ditarik dari
tempat kerja

Anak 17.000 9000 500 600 700 800 Kementerian
Ketenagakerjaan

Program
Perlindungan
Tenaga Kerja
dan
Pengembangan
Sistem
Pengawasan
Ketenagakeriaan

Jumlah forum
koordinasi
pencegahan dan
penanganan
pekerja Anak
dan bentuk-
bentuk
pekerjaan
terburuk untuk
Anak

Pusat 1 2 3 4 5 6 Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

Program
Kesetaraan
Gender
Perlindungan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak (KGPPA)

SK No 003198 C

Jumlah



PRES I DEN
REPUBLIK INDONESIA

-92-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
(20r91

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 2021 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (l0) (11) (t2l ( 13)

Jumlah pekerja
Anak yang
ditarik dari
BPTA

Anak 35.500 44.500 Kementerian
Ketenagakerjaan

Program
Perlindungan
Tenaga Kerja
dan
Pengembangan
Sistem
Pengawasan
Ketenagakerjaan

Pencanangan
zona bebas
pekeda Anak

Jumlah
kabupaten lkota
yang
mencanangkan
zona bebas
pekeria Anak

Kabupaten
/Kota

15

Pengintegrasian
isu pekerja
Anak

Jumlah
kabupaten/
kota yang
mengintegrasi-
kan isu pekerja
Anak kedalam
Indikator
Kinerja Utama
(rKU)
Pemerintah
Daerah

Kabupaten
/Kota

10

SK No 003199 C

Penanganan



PRES IDEN
REPUELIK INDONESIA

-93-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
,2Or9l

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 2021 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8'l (e) (10) (1 1) (r2l (13)

Penanganan
kasus pekerja
Anak

Pekerja anak
yang terlindungi
hak-hak nya
sesuai Konvensi
Hak Anak

Kasus

Pemeriksaan
Penerapan
Norma
Perlindungan
Pekerja Anak

Jumlah
perusahaan
yang
menerapkan
norma
perlindungan
pekerja Anak

Perusahaan 88.620 10 1. 160 to2.960 ro4.760 106.560 108.360

22. a. Pelayanan .

SK No 003200 C



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-94-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
(2Otel

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 202t 2022 2023 2024

(1) (21 (s) (41 (s) (6) ffl (8) (e) (10) (1 1) (t2l (13)

22. a. Pelayanan
bagi Anak
Korban
Pornografi,
NAPZA,
dan
Terinfeksi
HIV/AIDS

Fasilitasi
pelayanan bagi
Anak korban
penyalahguna-
an NAPZA

Korban
penyalahgunaan
Napza Anak
yang
mendapatkan
rehabilitasi
sosial pada
balai
rehabilitasi
sosial

Anak 887 50 50 50 50 50 Kementerian
Sosial

Program
Rehabilitasi
Sosial KP Napza

Jumlah Anak
penyalahguna
dan/atau
pecandu
narkoba yang
mendapatkan
rehabilitasi di
fasilitas
rehabilitasi
milik BNN

Orang 3.t22 3.278 3.442 3.6t4 3.794 3.984 Badan
Narkotika
Nasional

Program
Pencegahan dan
Pemberantasan
Penyalahgunaan
dan Peredaran
Gelap Narkoba
(P4GN)

SK No 003201 C

Sosialisasi



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-95-

NO INDIKATOR
RENCANA

AKSI
UKURAN SATUAN

DATA
DASAR
(201.e1

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 2021 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (11) (r2l (13)

Sosialisasi
Internet Aman
Untuk Anak
(Teman Anak) di
daerah dengan
kasus
pornografi yang
tinggi

Jumlah Anak
yang mendapat
sosialisasi
Internet Aman
Untuk Anak
(Teman Anak) di
daerah dengan
kasus
pornografi yang
tinesl

Provinsi 660 670 680 690 700 Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

Program
Kesetaraan
Gender
Perlindungan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak (KGPPA)

Fasilitasi
Pencegahan
Pornografi

Jumlah desa
pencegahan
bebas
pornografi

Desa 8 1 7 8 8 Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

Program
Kesetaraan
Gender
Perlindungan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak (KGPPA)

SK No 003202C

Fasilitasi . . .



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-96-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
(20t91

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 202t 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) ( 10) (11) (t2l (13)
Fasilitasi
Pengembangan
Kota Tanggap
Ancaman
Narkoba

Jumlah
Kabupaten/
Kota berkategori
"Tanggap
Ancaman
Narkoba"

Kabupaten
lKota

30 60 90 r20 150 Badan
Narkotika
Nasional

Program
Pencegahan dan
Pemberantasan
Penyalahgunaan
dan Peredaran
Gelap Narkoba

22. b. Pelayanan
bagi Anak
Korban
Bencana
dan
Konflik

Fasilitas
penanganan
korban dan
pengungsi

Jumlah
kegiatan
penanganan
korban dan
penzunqsi

Kegiatan 9 10 10 10 10 10 Badan Nasional
Penanggulangan
Bencana

Program
Ketahanan
Bencana

Fasilitasi desa
tangguh
bencana

Jumlah desa
tangguh
bencana yang
dikembangkan

Desa 136 t20 200 250 300 350 Badan Nasional
Penanggulangan
Bencana

Program
Ketahanan
Bencana

SK No 003203 C

Perlindungan



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-97 -

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
QOl9l

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 202t 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) ffl (8) (e) (10) (1 1) (t2l (13)
Perlindungan
sosial bagi Anak
korban bencana
alam

Jumlah Anak
sekolah yang
mendapatkan
edukasi
bencana

Anak 130. OO0 130. 000 r25.O48 150.00c 155.000 160.000 Kementerian
Sosial

Program
Perlindungan
Sosial Korban
Bencana Alam

Penanganan
Anak korban
bencana dan
konflik

JumIah
kegiatan bagi
Anak korban
bencana yang
diberikan
dukungan
psikososial

Daerah 3 1 2 4 5 6 Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

Program
Kesetaraan
Gender
Perlindungan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak (KGPPA)

Jumlah orang
yang difasilitasi
pemberian
bantuan
spesifik Anak
tentang
perlindungan
Anak dari
bencana

Orang 300 200 350 350 350 350

SK No 003204C

Penanganan



PRES IOEN
REPUBLIK INDONESIA

-98-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
QOT9I

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 2021 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) ( 10) (11) (t2l (13)

Penanganan
Anak korban
bencana dan
konflik

Jumlah Anak
korban bencana
alam yang
mendapatkan
layanan
psikososial

o/o 100 100 100 100 100 100 Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

Program
Kesetaraan
Gender
Perlindungan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak (KGPPA)

Fasilitasi
perlindungan
Anak dalam
situasi darurat

Jumlah forum
koordinasi
pelaksanaan
kebijakan
perlindungan
Anak dalam
bencana dan
konflik sosial

Kegiatan 3 3 3 3 3 Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

Program
Kesetaraan
Gender
Perlindungan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak (KGPPA)

SK No 003205 C

Peningkatan



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-99 -

NO INDIKATOR
RENCANA

AKSI
UKURAN SATUAN

DATA
DASAR
(2Otel

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 202r 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (1 1) (r2l (13)

Peningkatan
Ketahanan
Iklim

Tersedianya
data dan
informasi
kerentanan dan
risiko
perubahan iklim
serta
rekomendasi
strategi adaptasi
perubahan iklim
daerah

Dokumen 1 1 1 I 1 1 Kementerian
Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan

Program
Pengendalian
Perubahan
Iklim

Kegiatan
Adaptasi
Perubahan
Iklim

Jumlah desa
berketahanan
iklim

Desa 2.345 30 350 400 500 400

SK No 003206 C

23. a. Pelayanan



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-100-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI UKURAN SATUAN

DATA
DASAR
(2Otel

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 202t 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (1 1) (t2l (13)
23 a.Pelayanan

bagi Anak
penyan-
dang
disabilitas,
kelompok
minoritas
dan
terisolasi

Fasilitasi
perlindungan
Anak
penyandang
disabilitas,
kelompok
minoritas dan
terisolasi

Jumlah provinsi
yang diadvokasi
tentang
pelaksanaan
kebijakan
perlindungan
Anak
penyandang
disabilitas

Provinsi 4 4 6 6 7 7 Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

Program
Kesetaraan
Gender
Perlindungan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak (KGPPA)

Jumlah forum
koordinasi
pelaksanaan
kebijakan
disabilitas,
minoritas dan
terisolasi

Forum 1 2 2 2 2 2

SK No 003207 C

Jumlah



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-101 -

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
(20rel

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 202t 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (1 1) (121 ( 13)
Jumlah media
KIE melalui
media publik
tentang
perlindungan
Anak
berkebutuhan
khusus,
terutama bagi
Anak
penyandang
disabilitas,
minoritas dan
terisolasi

Media 1 1 1 1 1 1

SK No 003208 C

Jumlah



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-to2-

NO INDIKATOR
RENCANA

AKSI
UKURAN SATUAN

DATA
DASAR
(2Orel

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 202t 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (1 1) (t2l (13)

Jumlah lembaga
layanan yang
mendapatkan
pelatihan
penangganan
perlindungan
Anak
berkebutuhan
khusus

Lembaga 6 10 6 6 7 7

Jumlah daerah
yang difasilitasi
untuk
pendampingan
bagi Anak
berkebutuhan
khusus

Provinsi 4 4 4 4 4 4

SK No 003209 C

23. b. Pelayanan



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-103-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
(2O191

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 202t 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (1 1) (t2l (13)
23 b.Pelayanan

bagi Anak
dengan
Perilaku
Sosial
Menyim-
pang (PSM)

Fasilitasi
perlindungan
Anak PSM

Jumlah provinsi
yang diadvokasi
tentang
pelaksanaan
perlindungan
Anak PSM

Provinsi 4 6 6 6 7 7 Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

Program
Kesetaraan
Gender
Perlindungan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak (KGPPA)Jumlah forum

koordinasi
pelaksanaan
kebijakan
perlindungan
Anak kelompok
minoritas dan
teritorial serta
Anak PSM

Forum 1 3 3 3 3 3

SK No 003210 C

Jumlah



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-to4-

NO INDIKATOR
RENCANA

AKSI
UKURAN SATUAN

DATA
DASAR
(2Otel

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 2021 2022 2023 2024

( 1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (lo) (1 1) (t2l (13)
Jumlah media
KIE melalui
media publik
tentang
Perlindungan
Anak
Berkebutuhan
Khusus,
terutama bagi
Anak PSM

Media 1 1 1 1 1 1

24 a. Penvelesar-
an Kasus
Anak vans
Berhada-"
oan densan
Hukum "
(ABH)
inelalui
Diversi(khusus
felaku)

Fasilitasi
penanganan
ABH

Jumlah
Lembaga
Pembinaan
Khusus Anak
(LPKA) yans
ramah Anak
dengan sarana
dan prasarana
yErnq memadai

LPKA 30 30 33 33 33 33 Kementerian
Hukum dan
Hak Asasi
Manusia

Program
Pembinaan dan
Penyelenggaraan
Pemasyarakatan

SK No 00321 1 C

Persentase



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-105-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI UKURAN SATUAN

DATA
DASAR
(20191

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 2021 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (1 1) (r2l (13)
Persentase ABH
yang
mendapatkan
penetapan
diversi di
tingkat
penyidikan

o/o 30 35 40 42 45 48 Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia

Program
Penanganan
Anak
Barhadapan
dengan Hukum

Fasilitasi bagi
ABH

Jum1ah LPKA
yang
melaksanakan
sekolah mandiri
merdeka belajar
baei Anak

LPKA 19 79 25 27 30 33 Kementerian
Hukum dan
Hak Asasi
Manusia

Program
Pembinaan dan
Penyelenggaraan
Pemasyarakatan

Persentase ABH
yang
memperoleh
layanan hak
integrasi

o/o 100 100 100 100 100 100

SK No 003212C

Jumlah



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-106-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI UKURAN SATUAN

DATA
DASAR
(20191

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 202t 2022 2023 2024

(1) QI (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (1 1) ft21 (13)
Jumlah LPKA
yang
melaksanakan
layanan
registrasi sesuai
standar

LPKA 30 30 33 33 33 33

Penyediaan
lembaga
penyelenggara
kesejahteraan
sosial (LPKS)
dan Rumah
Perlindungan
Sosial untuk
Anak
berhadapan
dengan hukum
(ABH)

Jumlah LPKS
dan RPS untuk
ABH di
Kabupaten/
Kota

Lembaga 98
LPKS

39
RPS

10 10 10 10 10 Kementerian
Sosial

Program
Rehabilitasi
Sosial Anak

SK No 003213 C

Fasilitasi



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

-to7-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
(20t9l,

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 202r 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (11) (t2l (13)
Fasilitasi
penanganan
ABH

Jumlah
kegiatan Forum
koordinasi
penanganan
ABH

Pusat
Provinsi

2
13

2
t7

2
9

2
9

2
10

2
10

Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak

Program
Kesetaraan
Gender
Perlindungan
Perempuan dan
Perlindungan
Anak (KGPPA)Peningkatan

kapasitas APH
APH 440

Jumlah daerah
yang di fasilitasi
dalam
Pencegahan
agar Anak tidak
menjadi ABH

Provinsi 15 16 16 I6 t6 t6

SK No 003214C

Fasilitasi



PRES IDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 108-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI

UKURAN SATUAN
DATA

DASAR
(20t91

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM

2020 202t 2022 2023 2024

(1) (21 (3) (41 (s) (6) (71 (8) (e) (10) (1 1) (t2l ( 13)
Fasilitasi
penyediaan
infrastruktur
ramah Anak

Jumlah lokasi
yang memiliki
layanan Ruang
Pelayanan
Khusus (RPK)
Kepolisian
sesuai Standar
Pelayanan
Minimal (pilot
proiectl

Lokasi 4 4 3 4 5 7

b. Pelayanan
bagi Anak
Korban
Jaringan
Terorisme
dan
Stigmatisasi
Akibat dari

Fasilitasi
penanganan
Anak Korban
Jaringan
Terorisme

Jumlah
kegiatan Forum
koordinasi
penanganan
Anak Korban
Jaringan
Terorisme di
pusat dan
provlnsl

Pusat
Provinsi

I
8

1

r2
2
9

3
9

3
lo

3
10

SK No 003215 C

Pelabelan



PRESIDEN
REPUBLIK INOONESIA

-lo9-

NO INDIKATOR RENCANA
AKSI UKURAN SATUAN

DATA
DASAR
(2019)

TARGET INSTANSI
PENANGGUNG

JAWAB
PROGRAM2020 2021 2022 2023 2024

(l) (21 (3) (41 (s) (6) (7t (8) (e) (l0) (l1) (r2l t13t
Pelabelan
terkait
dengan
Kondisi
Orang
Tuanya

Jumlah daerah
yang di fasilitasi
dalam
Pencegahan
agar anak tidak
menjadi korban
Jaringan
Terorisme

Provinsi t2 L2 13 t4 l4 l5

Salinan sesuai dengan aslinya
zuAN SEKRETARIAT NEGARA

K INDONESIA
Perundang-undangan

Hukum,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

SK No 0031 l0 C

Djaman


